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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kerja Kepala Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Melihat
pentingnya sistem pemerintahan desa yang harus dilakukan berdasarkan peraturan yang
berlaku. Metode penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif
menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan Peraturan Perundang-
undangan adalah pendekatan yang melihat dan menganalisis peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang menjadi subjek penelitian,
data dalam penelitian ini adalah data skunder berupa undang-undang. Hasil penelitian
menemukan bahwah hukum pemerintahan desa, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014, menegaskan kemitraan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD). Desa memiliki wewenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat. Kepala Desa bertanggung jawab atas pemerintahan dan pembangunan,
sedangkan BPD berperan dalam menyusun peraturan desa, menghimpun aspirasi
masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa. UU Desa dan regulasi terkait mengatur
peran dan kewenangan keduanya untuk mencegah konflik. Kerjasama ini diatur dalam
Peraturan Desa untuk memastikan efektivitas tugas dan mencegah konflik. BPD juga
terlibat dalam pengelolaan dana desa dan demokrasi, memberikan kontribusi penting
dalam pembangunan desa secara holistik dan transparan.

Kata Kunci: undang-undang tentang desa, kepala desa, badan
permusyawaratan desa
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang

Keberadaan Desa di Indonesia sudah ada sejak ratusan bahkan ribuan
tahun yang lalu sebelum Indonesia merdeka hal ini dapat dilihat dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Anwar, 2015). Pada
Alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945 dijelaskan bahwa untuk membentuk suatu
Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Hanifah,
2020).

Maka disusunlah Pada Pasal 1 Angka 6 UU No. 23 Tahun 2014 tentang
“Pemerintahan Daerah” bahwa Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan
kewajiban dari daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri Kepentingan
masyarakat desa setampat dan urusan dari pemerintahan dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia (Deswimar, 2014). Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa ini membuat desa mulai mendapatkan kedudukan yang semakin
jelas (Supriadi, 2015). UU ini menjadi sebuah harapan baru khusunya bagi desa
untuk mewujudkan suatu kemandirian desa dan pertumbuhan desa di seluruh
Republik Indonesia, dan menjadi sebuah acuan jelas guna menjalankan roda dari
pemerintahan dan pembangunan pada tingkat yang paling bawah (Sholahudin
et.,al 2017). Dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 ini membuat desa semakin
mandiri, salah satunya untuk Perdes yang telah melalui proses pembahasan dan
disepakati oleh BPD dan ditetapkan oleh Kepala Desa. Saputra, R. A., & Labib
(Muttagin, 2023).

Berdasarkan pada pembangunan di desa yang memiliki tahapan
identifikasi kebutuhan dalam melakukan pemetaan potensi serta pertimbangan
prioritas dalam pembangunan desa baik dalam kurun waktu singkat maupun 5
tahun kedepan (Rowa et., al, 2022). UU No. 6 Tahun 2014 yang mengatur

mengenai desa memberi wewenang kepada pemerintah desa dalam membangun



wilayahnya sendiri yang disesuaikan dengan visi serta misi (Supriadi, 2015).
Prinsipnya adalah pembangunan yang dilakukan di desa harus digunakan sebagai
tolok ukur keberhasilan dari pemerintahan desa (Garis, 2017). Kepala desa serta
BPD adalah rekan kerja yang bernaung dalam lembaga desa di mana bila tidak
terdapat harmonisasi yang baik diantara keduanya maka dapat menyebabkan
ketidak serasian pendapat dan saling menjatuhkan dan tidak ada keputusan yang
dapat diambil (Rowa et., al, 2022). Hal tersebut berdampak pada pembangunan
desa yang melambat dikarenakan pada perencanaan serta pelaksanaan yang tidak
berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Maka dibutuhkan hubungan serasi antara
kepala desa dengan BPD sehingga dapat menciptakan program yang mendukung
kepentingan warga desa (Rowa et., al, 2022).

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Rafiq & Asrizal, 2020).
Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki
kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan,
pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat (Kahfi, 2022). Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa
bersama Pemerintah Desa dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa ketika telah
mendapat kesepakatan bersama (Anjasmara & Achmad, 2018).

BPD serta kepala desa mempunyai pemikiran serta pemahaman yang
serasi pada pelaksanaan pemerintahan di desa dan sesuai dengan harapan warga
desa. Berkaitan dengan kemampuan dalam pelaksanaan fungsi serta tugas dapat
dinyatakan harmonisasi merupakan pelengkap dari hubungan kerja, sehingga pada
penyusunan rancangan aturan dapat dilakukan secara bersama-sama namun
berprinsip rancangan aturan wajib mendapat persetujuan dari pihak lain sebagai
mitra yang ditentukan. (Rowa et., al, 2022). Dengan adanya suatu penelitian ini
penulis bertujuan untuk mengetahui pembentukan Perdes berdasarkan peraturan
perundang-undangan, Untuk mengetahui pelaksanaan hubungan kerja antara BPD

dan Kepala Desa dalam pembentukan Perdes. Adanya hubungan kerjasama antara



BPD dengan kepala desa, artinya kepala desa dan BPD harus bersinergi
merumuskan Perdees (Saputra & Muttagin, 2023). Kedua belah pihak berhak
mengajukan Ranperdes, membahas Ranperdes, dan merumuskan Perdes, yang
kemudian menjadi perundang-undangan atau disebut Perdes yang disusun oleh
BPD dan kepala desa dimana peraturan tersebut tertuang pemerintahan Negara
Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan
daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah
Desa atau Kelurahan. Dalam konteks sistem Indonesia terdiri atas pedesaan, Jika
dibandingkan jumlah Kabupaten atau Kota dengan desa, jumlah desa lebih besar
daripada kabupaten atau kota (Kogoya & Laoh, 2015).

Dalam konteks ini, pemerintahan Desa adalah merupakan sub sistem dari
sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah
pemerintah Kabupaten (Rachman, 2022). Demi menciptakan kesejahteraan
masyarakat, maka dibentuklah peraturan desa (Yasa et., al, 2021). Peraturan desa
merupakan pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan proses
pemerintahan di desa, maka dalam perumusan peraturan desa dibutuhkan kerja
sama antara Kepala Desa (Ramadana, 2013). Hubungan antara BPD dengan
Kepala Desa adalah mitra kerja (Hanum, 2017). Masing-masing elemen memiliki
fungsi yang lebih spesifik dan dari sanalah kekuatan (dinamika) itu berasal
(Hasbullah, 2019). Artinya antara BPD dan kepala Desa harus bisa bekerja sama
dalam perumusan serta penetapan peraturan desa (Bebhe, 2022).

BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan
peraturan desa dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa
(Rumkel et., al, 2020). Selain itu, BPD juga berkewajiban untuk membantu
memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa (Sudiarta, 2017). Mengingat bahwa
BPD dan Kepala desa kedudukannya setara maka antara BPD dan kepala desa
tidak boleh saling menjatuhkan tetapi harus dapat meningkatkan pelaksanaan
koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses perumusan
kebijakan desa yang merupakan perwujudan dari peraturan desa (Ongo et., al,
2021). Agar Pemerintahan Desa dapat berjalan dengan baik maka hal pokok yang

harus diperhatikan adalah dengan melihat hubungan serta kinerja Kepala desa



selaku Kepala Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai
representasi dari warga Desa (Roza & Arliman, 2017).

Pada prinsipnya BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk
merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan
pembangunan fisik Desa, BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini
dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta
pemerintahan di Desaa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar
pelaksanaan tugas Kepala Desa (Makalow, 2023). BPD dan Kepala Desa perlu
meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik
dalam proses pembangunan di Desa (Mangoto, 2016).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas untuk mengetahui permasalahan
tentang hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) yang dilakukan secara normatif maka rumusan masalah dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

2. Bagaimana pola yang terbentuk pada hubungan kerja antara Kepala Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa (PBD).

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini berharap dapat menjelaskan antara
lain:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hubungan kerja Kepala Desa
dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan UU No. 6
Tahun 2014 tentang desa.

2. Untuk menganalisis dan mendeskripskan pola yang terbentuk pada
hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

1.4  Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:



1. Manfaat Praktis
Untuk mengetahui informasi factual dan actual kepada masyarakat
tentang hubungan kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD)

2. Manfaat Teoritis
Dalam hasil penelitian ini diharapakan mampu memberikan
pemahaman kepada masyarakat tentang pola yang terbentuk pada
hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD)

3. Manfaat Universitas
Untuk meningkatkan kualitas Universitas dalam Tri Dharma Perguruan

Tinggi di bidang penelitiaan



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA

2.1  Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Pengaturan hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD menurut
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah dalam hal, Kepala Desa dan BPD
membahas dan menyepakati bersama Peraturan Desa, Kepala Desa dan BPD
memprakarsai perubahan status Desa menjadi Kelurahan (Anwar, 2015). Kepala
Desa memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan kepada BPD, Badan
Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akan
berakhirnya masa jabatan Kepala Desa (Roza & Arliman, 2017). Kepala Desa
mengajukan dan memusyawarahkan dengan BPD tentang Rancangan Anggaran
Pendapatan Belanja (RAPBDes), Kepala Desa dan BPD membahas tentang
kekayaan milik Desa (Anwar, 2015).

Pola hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan
Desa adalah dalam bentuk hubungan kemitraan, konsultasi dan koordinasi bukan
dalam bentuk dominasi (Anwar, 2015). Untuk mengetahui pola hubungan
tersebut dapat dilihat dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan
Pemberdayaan masyarakat Desa (Kumalasari & Riharjo, 2016). Oleh karena itu
antara Kepala Desa dan BPD harus memiliki visi, misi dan tujuan yang sama dan
sejalan agar Pemerintahan Desa dapat berjalan secara efektif dan demokratis
untuk terwujudnya kesejahteraan, kemakmuran dan keadialan masyarakat Desa
(Anwar, 2015).

Kendala dan hambatan yang sering terjadi dalam penerapan pola hubungan
kerja antara Kepala Desa dan BPD adalah adanya perbedaan pandangan dalam
setiap pengambilan keputusan atau kebijakan yang menyangkut pelaksanaan
pemerintahan Desa yakni Kepala Desa harus berkonsultasi dengan BPD (Arham,

2022). Kendala yang lain adalah adanya tarik ulur kewenangan antara Kepala



Desa dan BPD dalam melaksanakan Pemerintahan Desa karena Kepala Desa dan
BPD sama-sama melaksanakan fungsi pemerintahan (Anwar, 2015). Kepala Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas, fungsi dan
wewenangnya harus berdasarakan pada peraturan Perundang-undangan yang
berlaku dengan tetap memperhatikan dan melibatkan peran serta masyarakat Desa
(Yuhandra, 2016).

Struktur Pemerintahan Desa agar secepatnya di sesuaikan dengan
peraturan Perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, agar Pemerintahan
Desa dapat berjalan secara Demokratis, Transparan dan Akuntabel (Hasjimzoem,
2014). Untuk menghindari adanya hambatan dalam hubungan kerja antara Kepala
Desa dengan BPD maka diperlukan persmaan Visi, Misi dan program dalam
menjalankan Pemerintahan Desa serta Penghasilan, tunjangan dan operasional
Kepala Desa dan BPD agar disetarakan jangan terjadi perbedaan (Arham, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1,
Desa adalah desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah
keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang
Kepala Desa) atau Desa merupakan kelompok rumah di luar Kota yang
merupakan kesatuan (Sugiman, 2018). Istilah “Desa” secara etimologi berasal dari
kata “swadesi” yang berarti wilayah, tempat, atau bagian yang mandiri dan
otonom (Hasjimzoem, 2014). Desa sebagai suatu wilayah yang dihuni oleh suatu
masyarakat kecil yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas, serta
memiliki ketergantungan yang erat dalam kehidupan sehari-hari, Desa juga

merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang



berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat, serta pembangunan Desa. (Dollu & Tokan, 2020).

Diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang
mengatur tentang hak, kewajiban, dan wewenang desa dalam mengatur
kepentingan masyarakat setempat serta dalam mengurus pemerintahan dan
pembangunan Desa menjadi pijakan terarah bagi masyarakat Indonesia dalam
melaksanakan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat (Hariri, 2020). Selain
itu, beberapa peraturan pelaksanaan lainnya juga turut mengatur tentang Desa,
seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, Keputusan Bersama Menteri Dalam
Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan
Transmigrasi Tentang Nomor 900/5356/SJ Nomor 959/KMK.07/2015 Nomor 49
Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan, Dan Penggunaan Dana
Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Pembentukan,
Penggabungan, dan Pembubaran Desa, dan sebagainya (Roza & Arliman, 2017).
Selain itu, konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia (UUD 1945) sangat jelas memberikan pengakuan terhadap hak Desa
sebagai kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki otonomi dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat (Timotius, 2018).

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terkandung Asas
rekognisi dan subsidiaritas, yang diharapkan dapat mendorong pemerintahan Desa
untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pengelolaan
sumber daya dan potensi lokal yang dimilikinya, Melalui asas ini arah kebijakan
dan pembangunan Desa tidak lagi ditentukan pemerintah diatasnya (Sape'i, 2021).
Desa tidak lagi menjadi subordinate dan dapat menjalankan pemerintahannya,
merencanakan serta melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhannya
(Salvani, 2022). Dengan demikian pemerintahan desa dapat menjawab dan
menyelesaikan berbagai permasalahan yang meliputi aspek sosial, budaya,
ekonomi, serta memulihkan basis penghidupan masyarakat desa dan memperkuat

desa sebagai entitas masyarakat yang kuat dan mandiri (Ismail et., al, 2016).



Dalam pengertian lain, lahirnya Undang-Undang Desa memberikan
harapan yang besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta
pemerintahan Desa (Endah, 2019). Stigma yang selama ini menempatkan Desa
sebagai daerah miskin, terbelakang dan tertinggal dalam berbagai aspek
pembangunan lambat laun mampu mengejar ketertinggalannya dan
menjadikannya ujung tombak pembangunan (Soni, 2023). Sisi lain, didorongnya
kemandirian Desa melalui Undang-Undang Desa juga ditujukan untuk
mempersiapkan Desa dalam merespon proses demokratisasi, modernisasi dan
globalisasi yang terus berkembang tanpa harus kehilangan jati dirinya Undang-
Undang Desa yang menciptakan iklim demokrasi dalam pemerintahan desa
diharapkan dapat menggelorakan kreativitas dan inovasi dalam pembangunan
Melalui kewenangan yang diberikan pemerintah dan masyarakat Desa dapat
mendesain pembangunan Desa berdasarkan pada kearifan-kearifan lokal (Sape'i,
2021). Selain itu, berbagai kondisi dan potensi yang ada dapat dikembangkan
sesuai kebutuhan riil masyarakat dengan mengacu pada keadaan geografis,
lingkungan, kelembagaan, nilai-nilai yang dianut serta keyakinan yang dipegang
masyarakat desa (Jamaludin, 2015).

2. Kepala Desa dan Kedudukannya Berdasarkan Hukum

Desa dipimpin oleh kepala desa atau akrab kali di sebut lurah. Lurah
beserta jajarannya disebut dengan perangkat desa, termasuk didalamnya kepala
urusan atau biasa disebut dengan Kaur (Masruri, 2022). Secara eksekutif, lurah
beserta jajaran perangkat desa menjalankan pemerintahan desa (Bramantyo &
Windradi, 2022). Selain lurah dan perangkat desa, sistem struktur pemerintahan
desa diisi pula oleh Lembaga Perwakilan Masyarakat Desa sebagai wujud
kepesertaan masyarakat desa dalam pemerintahan desa (Bihamding, 2019). Wujud
nyata dari kepemimpinan dan pemerintahan tersebut tentu saja adalah
pembangunan yang dirasakan mampu memudahkan dan mendukung kehidupan
masyarakatnya (Bramantyo & Windradi, 2022). Pembangunan hendaknya juga
mampu mendukung pertumbuhan manusia di masyarakat tersebut antara lain
misalnya pendidikan, penataran, pengembangan teknik tertentu, penyuluhan dan

lain sebagainya baik formal maupun non-formal (



Sebagai pimpinan wilayah administatif, tentu Kepala Desa adalah
pelaksana dari tiap perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Kepala
Desa melakasanakan peraturan desa, mengayomi warganya dan melaksanakan
pelayanan administratif untuk warga masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya
Kepala Desa di bantu oleh perangkat desa, di beberapa wilayah diakuilah istilah-
istilah lokal untuk perangkat desa ini (Bramantyo & Windradi, 2022). Pada
beberapa wilayah ada yang disebut dengan Sekretaris Desa, ada juga istilah lokal
yaitu Carik dan lain sebagainya (Qodri, 2020). Terlebih daripada itu, perangkat
desa bukan hanya sekretaris desa, ada juga kepala urusan, adapun tersebut adalah
Kepala Urusan Keamanan dan Ketertiban, ada kepala urusan kesejahteraan umum
dan lain-lain (Arsjad, 2018). Peran Perangkat Desa dilengkapi pula kemudian dari
sisi legislatif yaitu badan atau lembaga perwakilan masyarakat (Bramantyo &
Windradi, 2022).

Kepala desa sebagai pemimpin eksekutif melaksanakan tugas dan
fungsinya sebagai tokoh politik desa, berkewajiban mengunjungi dan mengelilingi
masyarakat dari hari ke hari, selalu bersentuhan dan dekat dengan masyarakat.
Perangkat Desa seperti carik, jogoboyo (kepala dusun) untuk memberikan ide,
pemikiran, usulan kira-kira mirip perannya seperti mentri, dirjen, sekdes, kaur dan
kaur (Bramantyo & Windradi, 2022). Kepala Desa atau lurah, memilih dan
menetapkan perangkat desanya, namun khusus untuk kepala Dusun, dipilih oleh
masyarakat yang tinggal di dusun tersebut (Sugiman, 2018). Kaur dan sekdes
dipilih langsung oleh kepala desa yg pemilu kepala desa, sedangkan jika desa itu
berdusun maka kepala dusun setara perangkat dipilih oleh rakyat yg berdomisili di
wilayah tersebutLembaga Perwakilan Masyarakat memiliki fungsi anggaran,
fungsi pembuatan aturan, monitoring dan evaluasi, LPM mewakili seluruh
struktur sosial yang ada di desa, mewakili golongan-golongan, mewakili pemuda,
pemudi, kelompok agama, kelompok pedagang, kelompok peternak, pegawai
negeri, petani, tokoh adat, guru silat, guru ngaji dan lain-lain (Bramantyo &
Windradi, 2022). Kepala Desa menyelenggarakan rapat-rapat untuk mencari
solusi atas permasalahan sosial (Kapita et., al, 2017). Secara umum permasalahan

masyarakat desa adalah aspek-aspek sosial budaya desa misalnya pendapat tokoh-
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tokoh, desakan atau tuntutan para pengusaha, sumber daya masyarakat yang
relatif masih rendah, minat sekolah pemuda-pemudi yang rendah, serta juga
pembangunan manusia termasuk kesusilaan, perjudian, hingga kehamilan diluar
pernikahan (Bramantyo & Windradi, 2022).

Kepala Desa hendaknya mampu mengantarkan masyarakat Desa kepada
kehidupan yang lebih baik, bukan hanya lebih baik secara lahiriah namun lebih
dari itu lebih baik secara batiniah, tenram dan tenang (Atifah, 2023). Anak-anak
dapat bersekolah dengan baik, dengan standart mutu pendidikan yang baik seperti
amanah undang-undang (Darlis, 2017). Para pemuda mendapat pekerjaan yang
layak sebagai bekal meneruskan kehidupan dan cita-cita (Rizqi & Rini, 2015).
Kepala Desa berperan bukan hanya sekedar sebagai bagian dari pemerintah yang
kebetulan bertugas di Desa tetapi lebih dari itu bertanggung jawab atas kemajuan
dan pembangunan Desa. Tentu saja berujung pada strata kesejahteraan masyarakat
yang lebih baik. Parameter yang mudah untuk digunakan antara lain adalah, bebas
buta huruf, bebas penyakit menular, bersih dan lestari (Bramantyo & Windradi,
2022).

Pemerintah desa selalu menghadapi masalah-masalah sosial yang
berkaitan dengan masyarakat. Mulai dari pembangunan fisik maupun non fisik
(Pangkey, 2016). Kepala desa mengembangkan tugas mental masyrakat desa baik
dalam bentuk tugas membangun mental masyarakat desa mau dalam bentuk
menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh
asas usaha bersama dan keluarga (Zamili, 2017). Kepala desa adalah sebagai
penanggung jawab utama dari bidang pembanguanan dibantu oleh lembaga sosial
desa. Perencanaan pembangunan di Desa yang paling populer didominasi dengan
model partisipatif, yaitu model perencanaan yang memfasilitasi pendapat-
pendapat masyarakat dan segala golongan yang dipimpinnya. Masyarakat di
wakili oleh Lembaga Perwakilan Masyarakat Desa, disana mereka turut
menghadirkan masalah sekaligus mencari solusinya (Bramantyo, & Windradi,
2022).
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3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kedudukannya Berdasarkan
Hukum

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(selanjutnya disebut UU Desa) menyatakan BPD adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis (Prihatin, 2016). Berdasarkan Pasal tersebut, BPD telah mengalami
pergeseran kedudukan, dimana BPD bukan menjadi unsur penyelenggara
pemerintahan desa. Penyelenggara pemerintah desa adalah kepala desa dibantu
oleh perangkat desa, sedangkan BPD dikatakan sebagai lembaga yang
menjalankan fungsi pemerintahan Desa (Anwar, 2015). Fungsi pengawasan yang
dimiliki oleh BPD juga mengalami perubahan semenjak diundangkannya UU
Desa. Hal tersebut menimbulkan permasalahan, bagaimana pergeseran fungsi
pengawasan tersebut mengingat kedududukan BPD vyang berada di luar
penyelenggara pemerintahan desa? Bagaimana peran BPD khususnya BPD
Kunjang sebagai suatu lembaga dalam mengawasi penyelenggara pemerintahan
desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Fungsi pemerintahan tersebut
antara lain menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan
tugas pengawasan Kinerja kepala desa, serta bersama-sama dengan kepala desa
membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Purnamasari, 2019).

Berkaitan dengan fungsi perwakilan, UU Desa dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri (Permendagri) No. 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa hanya menyatakan pemilihan anggota BPD dilakukan
secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah
perwakilan. Hal ini dapat mengakibatkan kedudukan BPD sebagai suatu lembaga
menjadi kabur, apakah BPD diposisikan sebagai lembaga yang mewakili
masyarakat desa atau sebagai lembaga politik? Bagaimana dengan demokrasi
yang dijalankan oleh BPD sebagai wadah aspirasi masyarakat desa (Sari, 2021).

Pengaturan mengenai desa kemudian diubah kembali dengan UU No. 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana desa kembali menjadi daerah

yang istimewa dan bersifat mandiri (Hasjimzoem, 2014). Dalam UU tersebut
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dikenal istilah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang kembali memiliki
fungsi legislasif, fungsi pengawasan dan menampung/menyalurkan aspirasi
masyarakat kepada pejabat/ instansi berwenang (Purnamasari, 2019). Namun,
fungsi utama BPD adalah menetapkan perdes bersama-sama dengan kepala desa.
Lahirnya BPD membawa pergeseran kekuasaan yang lebih jelas antara kepala
desa sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan BPD sebagai pemegang
kekuasaan legislatif, sehingga kepala desa dengan BPD memiliki kedudukan yang
sejajar (Muhtadli et., al, 2022).

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya
disebut UU Pemerintahan Daerah), istilah BPDes diubah menjadi BPD. Istilah
yang sama tetap digunakan dalam UU Desa (Muhtadli et., al, 2022). Hal pokok
yang membedakan adalah dalam desa BPD tidak lagi menjadi unsur
penyelenggara pemerintahan desa. BPD memang memiliki fungsi pemerintahan,
tetapi ia berdiri sendiri di luar struktur pemerintahan desa. Kepala desa tidak
bertanggung jawab kepada BPD dan sebaliknya BPD tidak bertanggung jawab
kepada kepala desa (Effendy, 2017). Pembentukan BPD dimaksudkan untuk
melibatkan masyarakat dalam pengambilan dan pembuatan keputusan di tingkat
desa melalui partisipasi aktif masyarakat. BPD memiliki jumlah anggota 10
(sepuluh) orang, dimana jumlah ini mewakili 5 (lima) dusun yang dibawahi oleh
Desa Kunjang. Untuk kuota masing-masing per dusun diwakili dari 1 (satu)
sampai 3 (tiga) orang dengan salah satu dasarnya pada jumlah penduduk masing-
masing dusun, Penentuan anggota BPD Kunjang dilaksanakan dengan cara dipilih
oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat. Pimpinan BPD
dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung (Purnamasari, 2019).

Sebelum adanya UU Desa, kedudukan BPD sejajar dengan kepala desa
dan bertindak sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Kedudukan BPD
tersebut memberikan pengaruh terhadap beberapa hal, yaitu: pertama, fungsi dan
kewenangan yang dimiliki BPD hampir sama dengan kepala desa. Kedua,
intervensi BPD terhadap kewenangan kepala desa ataupun perangkat desa lain
dianggap terlalu besar (Roza & Arliman, 2017). Ketiga, menimbulkan adanya

tumpang tindih kewenangan dan dua kekuasaan/dua komando (Kepala Desa dan
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BPD) dalam Pemerintahan Desa. Setelah adanya UU Desa kedudukan BPD
dengan kepala desa tetap sama akan tetapi BPD berada di luar penyelenggara
pemerintahan desa (Purnamasari, 2019). Perubahan aturan tersebut juga merubah
pengaruh BPD. Pertama, BPD berkedudukan sebagai mitra bagi pemerintah desa
(kepala desa dan perangkat desa). Kedua, tidak ada lagi intervensi BPD terhadap
kewenangan kepala desa sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih kewenangan
dan tidak menimbulkan 2 (dua) kekuasaan/ 2 (dua) komando dalam Pemerintahan
Desa (Muhtadli, 2021).

Sebelum UU Desa berlaku, BPD memiliki fungsi legislasi pada tahap
inisiasi raperdes, tahap pembahasan raperdes dan menetapkan perdes bersama
kepala desa. Hal ini memiliki pengaruh terkait inisiatif dalam membuat konsep
raperdes berasal dari Kepala Desa dan BPD (Kosariza et.,al, 2021). Setelah
berlakunya UU Desa, BPD tetap memiliki fungsi legislasi pada tahap inisiasi,
tahap pembahasan dan menyepakati perdes bersama kepala desa. Akan tetapi
terdapat pengeculian fungsi legislasi BPD pada tahap inisiasi, yakni BPD tidak
ikut terlibat dalam raperdes tentang pembangunan jangka menengah desa, rencana
kerja pemerintah desa dan APBD (Purnamasari, 2019). Akibat dari pengecualian
tersebut, hampir seluruh konsep raperdes hanya berasal dari inisiatif kepala desa
dan perangkat desa. Selain itu, fungsi legislasi menjadi tugas dan tanggung jawab
utama dari pemerintah desa (kepala desa dan perangkat desa) dan bukan menjadi
tugas dan tanggung jawab utama dari BPD. Diketahui pula dalam praktik, fungsi
legislasi BPD sebatas memberikan kontribusi berupa saran atau pertanyaan
terhadap konsep raperdes (Bhakti, 2021).

Setelah berlakunya UU Desa, BPD memiliki fungsi perwakilan dengan
konsep demokrasi melalui perwakilan (Muhtadli, 2021). Hal ini mempengaruhi
dua hal yaitu: pertama, BPD Kunjang masih dapat dikatakan sebagai lembaga
yang mewakili masyarakat desa dan kedua, demokrasi yang dianut oleh BPD
Kunjang tidak lagi demokrasi langsung, melainkan demokrasi melalui perwakilan
masyarakat desa (Purnamasari, 2019). Penasehat bagi penyelenggara

pemerintahan desa (kepala desa dan perangkat desa) harus diperhatikan apabila ke
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depannya akan dilakukan perubahan atas aturan BPD dalam UU Desa (Rudy,
2022

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu tentang Tinjauan Hukum
Tentang Hubungan Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Berdasarkan UU NO. 6 Tahun 2014

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No | Nama dan Metode Variabel atau Hasil Penelitian
Tahun Penelitian Instrumen
Penelitian
1 | Khaeril Normatif Hubungan Kepala Desa dan Badan
Anwar Kepala Desa dan | Permusyawaratan Desa,
(2015) BPD Undang- | bertugas
Undang No. 6 | menyelenggarakan
Tahun 2014 Pemerintahan Desa,
melaksanakan
Pembangunan Desa,
Pembinaan
kemasyarakatan  Desa
dan
Pemberdayaan
masyarakat Desa
2 | Galuh Normatif Pergeseran Pergeseran kedudukan
Candra Fungsi Dan | dan fungsi BPD
Purnamasari Kedudukan memberikan pengaruh
(2019) Badan kepada BPD
Permusyawaran | tidak lagi menjadi unsur
Desa  Menurut | penyelenggara
Undang-Undang | pemerintahan dalam
No.6 Tahun | menyelenggarakan
2014 Pemerintahan Desa,
fungsi pengawasan
menjadi fungsi utama
dari Badan
Permusyawaratan Desa
3 | Rizki Yudha Empiris Peran  Kepala | Kepala Desa berperan
Bramantyo, Desa dan BPD | secara eksekutif
Fitri melaksanakan  setiap
Windradi peraturan desa
Suwarno, yang dirumuskan
Mashuri bersama antara Kepala
(2022) Desa dengan BPD.
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4 | Sukimin Normatif Peraturan Kepala Desa beserta
Sukimin, Kedudukan BPD memiliki
Heru Kepala Desa dan | wewenang dan
Nuswanto, BPD kemandirian dari
Ani Triwati lembaga desa dapat
(2023) mengatur

kehidupan bersama
masyarakat melalui
instrumen aturan yang
dalam bentuk peraturan
desa.

5 | Josua, Normatif Pengawasan Pemerintah desa
Donna, BPD Terhadap | dibantu BPD dalam
Delasnova Kinerja Kepala | menjalankan
(2019) Desa pemerintahan.

Menurut Kedudukan BPD
Undang-Undang | dengan pemerintah desa
No.6 Tahun adalah sejajar, dan
2014 hubungan kerja antara
BPD dengan
pemerintah desa adalah
kemitraan yang sifatnya
konsultatif
dan koordinatif.

Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2023)

2.3  Kerangka Konsep Penelitian

Berikut merupakan kerangka konseptual penelitian yang akan dilakukan:

Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

Ketimpangan Hubungan Kerja Kepala
Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa

Undang-Undang

Nomer. 6 Tahun 2014

Hubungan Kerja

e
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BAB I11
METODE PENELITIAN

3.1  Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative law
research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum.
Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang
belaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga
penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan
doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematik hukum,
taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Pendekatan penelitian ini menggunakan studi nomatif dengan melakukan
pengkajian atau analisis perundang-undangan terkait dengan hubungan kerja
antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratann Desa (BPD) undang-undang
tersebut dikaji secara mendalam. Kemudian diarahkan kepada tujuan penelitian
yaiutu untuk mengetahui peran kerja atau hubungan kerja antara Kepala Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga hasilnya nanti akan dianalisis
secara empiris berdasarkan perundangan-undangan yang berlaku.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bojonegoro dikarenakan
Kabupaten Bojonegoro sudah dapat memenuhi kubutuhan terkait dengan literatur-
literatur yang berhubungan dengan Perundang-undangan ataupun teori-teori yang
sesuai dengan tema penelitian, pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Universitas
Bojonegoro dengan menggunakan akses pada internet melalui beberapa indeksasi

jurnal yang dirasa dapat memenuhi kebutuhan peneliti untuk mengetahui
bagaimana hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD).

3.3  Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan menggunanakan pendekatan
analisis normatif yaitu mengkaji terkait peraturan perundang-undangan dan

disesuaikan dengan kondisi yang seharusnya terjadi berdasarkan undang-undang
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yang mengatur permasalahan dalam hal ini. Sehingga, populasi dan sampel dalam
penelitian ini tidak ditentukan, dengan artian menyesuaikan kebutuan studi yang
dilakukan dalam penelitian ini.

3.4  Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data
kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data ini
dapat ditemukan dengan cepat.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi
pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusurandan
menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah,
jurnal ilmiah dsb). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan
identifikasi peraturan perundang-undangan, serta Klasifikasi dan sistematisasi
bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi
kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca,menelaah, dan
mencatat
3.5  Analisis Data

Analisis ini dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara
sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Analisis bahan hukum
adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah
terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian
ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan
hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis
dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah
hukum. Metode analisis ditentukan berdasarkan tujuan penelitian atau hipotesis
yang akan diuji. Bagian ini menjelaskan tentang pemrosesan data dan berbagai
metode analisis, termasuk rumus statistik dalam pengujian hipotesis atau teknik
lainnya untuk menganalisis penelitian. Teknik analisis data adalah cara dan
langkah-langkah sistematis pengolahan data dipaparkan dengan menyesuaikan

jenis dan pendekatan penelitian dari masing-masing keilmuan.

18



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil
1. Undang-Undang Tahun 1945

Berdasarkan pada BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 18
menjelaskan bahwa “Oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat,
maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang
bersifat staatjuga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan
daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-
daerah yang bersifat otonom (streek dan locale rechtsgemeenschappen)
ataubersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan
ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan
diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan
akan bersendi atas dasar permusyawaratan ”.

Selanjutnya “Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250
zelfbesturende Landchappen dan volksgetneenschappen, seperti desa di Jawa dan
Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya.
Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap
sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati
kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang
mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut”
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Menjelaskan bahwa pada BAB | KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam
Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau
yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
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kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Peraturan Desa adalah peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pada Pasal 4, Pengaturan Desa bertujuan “memberikan pengakuan dan
penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan
sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan
kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan
Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,
melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa,
mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk
pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama, membentuk
Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta
bertanggung jawab, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat
Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, meningkatkan
ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa
yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan
nasional, memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi
kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat Desa sebagai
subjek pembangunan”

Pada Pasal 11 menjelaskan bahwa “Desa dapat berubah status menjadi
kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat
masyarakat Desa. Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang
berubah menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi

kekayaan/aset Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan
kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota”

Pada Pasal 27 menjelaskan bahwa “dalam melaksanakan tugas,
kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala
Desa wajib: (a) menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota; (b) menyampaikan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada
Bupati/Walikota; (c) memberikan laporan keterangan penyelenggaraan
pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir
tahun anggaran, dan (d) memberikan dan/atau menyebarkan informasi
penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap
akhir tahun anggaran™

Pada Pasal 32 menjelaskan bahwa “(1) Badan Permusyawaratan Desa
memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan
Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
(2) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
(3) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 bersifat
mandiri dan tidak memihak; (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat 3 terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga
kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa ”

Bagian Ketujuh Badan Permusyawaratan Desa Pasal 55 mejelaskan bahwa
“Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: (a) membahas dan
menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (b) menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (c) melakukan pengawasan
kinerja Kepala Desa”. Sedangkan pada Pasal 56 menjelaskan “(1) Anggota
Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa
berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara
demokratis; (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6
(enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji; (3) Anggota

Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
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dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut

atau tidak secara berturut-turut”

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pada Pasal 18 menjelaskan bahwa “(1) Pembentukan Desa melalui
penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Desa yang

bersangkutan. (2) Kesepakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihasilkan melalui mekanisme: (a) Badan Permusyawaratan Desa yang

bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Desa, (b) hasil musyawarah Desa
dari setiap Desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan Desa, (c) hasil
kesepakatan musyawarah Desa ditetapkan dalam keputusan bersama Badan

Permusyawaratan Desa, (d) keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa

ditandatangani oleh para kepala Desa yang bersangkutan, dan (c) para kepala

Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Desa kepada

bupati/walikota dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan

bersama”

Pada Pasal 45 menjelaskan bahwa “Badan Permusyawaratan Desa
menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan: (1)
penyelenggaraan  musyawarah  Desa dipimpin oleh Ketua Badan
Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh
panitia pemilihan, (2) pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh
musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara,
(3) pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui
mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah
disepakati oleh musyawarah Desa, (4) pelaporan hasil pemilihan calon kepala
Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa, (5) pengesahan calon
terpilih oleh musyawarah Desa, (6) pelaporan hasil pemilihan kepala Desa

melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa.”
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4.2  Pembahasan
1. Hubungan Kerja Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Hukum yang mengatur pemerintahan desa masih menggunakan konstruksi
hukum yang ada sebelumnya. Menurut bunyi pasal 1 angka 3 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (Anwar, 2015). Karena ada dua konsep di
sini penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
pertanyaannya adalah apa yang ia maksud dengan keduanya. Untuk memahami
ini, pertama-tama perlu memahami apa yang dimaksud dengan "Desa". Perhatikan
pasal 1, angka 1, yang memberikan batasan untuk "Desa".

Desa, juga dikenal sebagai Desa adat atau Desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal
usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1, Desa
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan (Sumeru, 2016). Yang
dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk mengatur, untuk
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Hak asal usul
atau hak tradisional adalah dasar yang digunakan, dan ini didasarkan pada upaya
masyarakat. Pertanyaannya adalah siapa yang memiliki otoritas untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, serta kepentingan masyarakat setempat.
Pemerintah Desa berfungsi sebagai Kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dengan bantuan perangkat Desa sebagai bagian dari sekretariat, seperti yang
dijelaskan dalam rumusan Pasal 1 angka 3 (Sajangbati, 2015).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur hubungan
kerja antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai
hubungan kemitraan, konsultasi, dan koordinasi (Ndraha at al, 2022). Kepala desa

bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan
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pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa. Di sisi lain, BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati
Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan Kinerja kepala desa.
Berdasarkan UU Desa, terjadi perubahan kedudukan, tugas, fungsi, dan
wewenang kepala desa dan BPD, di mana kepala desa tidak lagi bertanggung
jawab kepada BPD. Selain itu, UU Desa juga mengatur mekanisme hubungan
kerja antara kepala desa dan BPD, termasuk dalam hal pembahasan peraturan
desa, perubahan status desa, pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, dan
pemberitahuan antara kedua pihak (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Kepala desa memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hubungan kerja
dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014
tentang Desa. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan
desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa juga harus bekerja sama dengan
BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, Serta
memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD.
Selain itu, kepala desa dan BPD harus melakukan konsultasi dan koordinasi dalam
menjalankan tugas dan kewenangannya. BPD memiliki fungsi membahas dan
menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan Kinerja
kepala desa. Dalam hubungan kerja antara kepala desa dan BPD, harus diatur
secara jelas dalam Peraturan Desa untuk meminimalisir konflik dan memastikan
pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak berjalan dengan baik (UU No.
6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas dan fungsi yang
diatur dalam Permendagri No 11 Tahun 2016. Fungsi BPD mencakup
pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan
pengawasan kinerja Kepala Desa (Anwar, 2015). Sementara itu, tugas BPD

meliputi menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat
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Desa, menyelenggarakan musyawarah BPD dan Desa, membentuk panitia
pemilinan Kepala Desa, menyusun usulan rencana biaya operasional BPD,
mengelola biaya operasional BPD, mengusulkan pembentukan Forum
Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa, serta melakukan
kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selain itu, Kepala Desa memiliki kewajiban
untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir
tahun Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Kepala Desa dan BPD harus menjalin
hubungan kerja yang melibatkan kemitraan, konsultasi, dan koordinasi, yang
diatur dalam Peraturan Desa untuk meminimalisir konflik (Punu, 2016).

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, hubungan kerja antara
Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam beberapa
pasal yang menegaskan kemitraan, konsultasi, dan koordinasi antara keduanya.
Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Kepala Desa dan BPD membahas dan
menyepakati bersama Peraturan Desa. Selain itu, Pasal 11 ayat 1 mengatur bahwa
Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan
melalui musyawarah desa. Pasal 27 huruf ¢ menegaskan bahwa Kepala Desa
memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD.
Selain itu, BPD memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat desa serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa (UU No. 6
Tahun 2014 Tentang Desa).

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan
Desa (BPD) diatur sebagai mitra Pemerintah Desa. BPD berkedudukan sejajar dan
menjadi mitra pemerintah desa, serta merupakan lembaga perwujudan demokrasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD memiliki fungsi dan peran yang
dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa, seperti menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan Kinerja
Kepala Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, serta menyelenggarakan
musyawarah desa. BPD juga dianggap sebagai "parlemen"-nya desa, yang
bertugas membina kehidupan demokrasi di desa serta menyelesaikan

permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan yang disepakati di desa.
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Dalam menjalankan tugasnya, BPD diharapkan dapat bersinergi dengan Kepala
Desa dan perangkatnya dalam melaksanakan berbagai pembangunan di desa, serta
membangun kemitraan yang baik dengan Pemerintah Desa (UU No. 6 Tahun
2014 Tentang Desa).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang signifikan
dalam membantu pemerintah desa dalam pengembangan desa. BPD berkedudukan
sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa, serta merupakan lembaga perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap
sebagai "parlemen”-nya desa, yang bertugas membina kehidupan demokrasi di
desa serta menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan yang
disepakati di desa (Karnelis, 2023). BPD memiliki fungsi dan peran yang dapat
mendorong kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa, seperti menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala
Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, serta menyelenggarakan
musyawarah desa. Selain itu, BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu
Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara
keseluruhan (Ariadi, 2019). Dengan demikian, BPD dapat membantu pemerintah
desa dalam menyusun kebijakan, mengelola aspirasi masyarakat, mengawasi
kinerja pemerintah desa, serta merumuskan arah kebijakan pembangunan desa,
sehingga dapat mendukung pengembangan desa secara holistik dan berkelanjutan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai lembaga yang
melaksanalan Pemerintahan Desa dan memiliki peran penting dalam sistem
Pemerintahan Desa. BPD bekerja sama dengan Kepala Desa dan unsur
masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal-hal strategis dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD memiliki beberapa fungsi dan peran
yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa, seperti
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan
kinerja Kepala Desa, dan menyusun perencanaan desa secara keseluruhan. Selain
itu, BPD juga berperan dalam membina kehidupan demokrasi di desa serta
menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan yang

disepakati di desa. Dengan demikian, BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-
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nya desa dan merupakan lembaga yang menjadi pengawasan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

2. Pola Yang Terbentuk Pada Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dan
Badan Permusyawaratan Desa (PBD)

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus bekerja sama
dalam melaksanakan pembangunan desa. Pola hubungan kerja antara Kepala Desa
dan BPD adalah bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif. Kemitraan antara
Kepala Desa dan BPD terlihat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa, di
mana Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama oleh BPD. Kepala Desa menetapkan Peraturan
Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, dan menyusun serta
mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan
(Wijayanto, 2014). Sedangkan hubungan kerja Kepala Desa dengan BPD dalam
bentuk konsultasi dilakukan dalam hal-hal tertentu, seperti pembentukan lembaga
kemasyarakatan desa, pengangkatan perangkat atau staf desa, kegiatan atau
peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan, serta hal-hal yang
menyangkut pemerintahan desa. Pola kemitraan Kepala Desa dan BPD dalam hal
pembuatan Peraturan Desa adalah sebuah Rancangan Peraturan Desa yang baik
harus disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD.

Kerjasama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan desa. Kepala Desa sebagali
kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan
mengkoordinasikan pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa.
Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa bekerja sama dengan BPD sesuai
Pasal 55 huruf (b) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana fungsi BPD
adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa Kepala Desa dan
BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa, yang dijelaskan dalam
Pasal 77 ayat 3 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 . Kepala Desa menetapkan
Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, dan menyusun

serta mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan.
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Hubungan kerja Kepala Desa dengan BPD dalam bentuk konsultasi dilakukan
dalam hal-hal tertentu, seperti pembentukan lembaga kemasyarakatan desa,
pengangkatan perangkat atau staf desa, kegiatan atau peringatan hari-hari besar
nasional atau keagamaan, serta hal-halnya yang menyangkut pemerintahan desa
(UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).

Pola kemitraan Kepala Desa dan BPD dalam hal pembuatan Peraturan
Desa, sebuah Rancangan Peraturan Desa baik harus disepakati bersama oleh
Kepala Desa dan BPD. Kerjasama antara lembaga BPD dan Pemerintah Desa
membutuhkan hal yang demikian, karena anggota lembaga BPD memiliki tingkat
kemampuan yang kurang mempuni dalam menjalankan tugas dan fungsinya
sebagai BPD, yang mungkin menghambat perkembangan desa. Oleh karena itu,
kerjasama antara lembaga BPD dan Pemerintah Desa harus diatur dengan jelas
dalam Peraturan Desa agar dapat dipahami dan dijalankan oleh kedua belah pihak,
supaya tidak terjadi salah kaprah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-
masing, disamping itu juga untuk dapat meminimalisir konflik yang terjadi antara
Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (Ruru, 2021).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membantu Pemerintah Desa
dalam pengelolaan dana desa dengan melakukan pengawasan terhadap
penggunaan dana desa. BPD memiliki fungsi untuk membahas dan menyepakati
Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa
(Setyaningrum & Wisnaeni, 2019). Dalam hal pengelolaan dana desa, BPD dapat
melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa, termasuk dalam hal
penganggaran dan pelaksanaan program-program pembangunan desa. BPD juga
dapat memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku, serta memastikan bahwa dana desa digunakan untuk
kepentingan masyarakat desa secara adil dan merata.

Selain itu, BPD juga dapat berperan dalam memberikan masukan dan
saran kepada Pemerintah Desa dalam hal pengelolaan dana desa, sehingga
penggunaan dana desa dapat lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini, kerjasama

antara Pemerintah Desa dan BPD sangat penting untuk memastikan pengelolaan
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dana desa yang baik dan transparan, serta dapat memberikan manfaat yang

maksimal bagi masyarakat desa (Saputra at al, 2019).
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BAB V
PENUTUP

51  Kesimpulan

Hukum pemerintahan desa, seperti yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014, menggarisbawahi kemitraan, konsultasi, dan koordinasi
antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Desa, sebagai
kesatuan masyarakat hukum, memiliki wewenang mengatur urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat. Peran Kepala Desa melibatkan
penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan, sementara BPD memiliki
fungsi membahas rancangan peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, dan
melakukan pengawasan kinerja kepala desa. UU Desa dan regulasi terkait
mengatur perubahan peran dan kewenangan antara keduanya. Kerjasama ini diatur
dalam Peraturan Desa untuk mencegah konflik dan memastikan efektivitas
pelaksanaan tugas. BPD juga terlibat dalam pengelolaan dana desa dan
penyelenggaraan mekanisme demokrasi di desa, memberikan kontribusi penting
dalam pembangunan desa secara holistik dan transparan.
5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan untuk lebih menguatkan
implementasi prinsip kemitraan, konsultasi, dan koordinasi antara Kepala Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam praktik pemerintahan desa.
Pentingnya peran BPD dalam membahas rancangan peraturan desa, menampung
aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap Kinerja kepala desa
harus lebih diperkuat. Dalam hal ini, perlu ditingkatkan pemahaman dan
partisipasi aktif masyarakat desa untuk memastikan aspirasi mereka benar-benar
tersalurkan. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan dana desa oleh BPD dapat diterapkan untuk memastikan penggunaan
dana desa sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat.
Peraturan Desa juga perlu dikaji dan diperbarui secara berkala agar tetap relevan
dengan perkembangan dan kebutuhan desa. Dengan demikian, pembenahan dalam
pelaksanaan kerjasama antara Kepala Desa dan BPD dapat memberikan dampak

positif yang lebih besar dalam pembangunan desa secara menyeluruh.
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	BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan peraturan desa dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa (Rumkel et., al, 2020). Selain itu, BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa...
	Pada prinsipnya BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa, BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengaw...
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan Penelitian
	Tujuan dari dilakukannya penelitian ini berharap dapat menjelaskan antara lain:
	1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa.
	2. Untuk menganalisis dan mendeskripskan pola yang terbentuk pada hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
	1.4 Manfaat Penelitian
	Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:
	1. Manfaat Praktis
	Untuk mengetahui informasi factual dan actual kepada masyarakat tentang hubungan kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
	2. Manfaat Teoritis
	Dalam hasil penelitian ini diharapakan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pola yang terbentuk pada hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
	3. Manfaat Universitas
	Untuk meningkatkan kualitas Universitas dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang penelitiaan


	BAB II
	TINJAUAN PUSTAKA
	2.1 Landasan Teori
	Landasan teori dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:
	1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
	Pengaturan hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah dalam hal, Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama Peraturan Desa, Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status Desa menjadi Kelurah...
	Pola hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah dalam bentuk hubungan kemitraan, konsultasi dan koordinasi bukan dalam bentuk dominasi (Anwar, 2015).  Untuk mengetahui pola hubungan tersebut dapat dilihat dalam hal pela...
	Kendala dan hambatan yang sering terjadi dalam penerapan pola hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD adalah adanya perbedaan pandangan dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan yang menyangkut pelaksanaan pemerintahan Desa yakni Kepala Desa...
	Struktur Pemerintahan Desa agar secepatnya di sesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 t...
	Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1, Desa adalah desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan ...
	Diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang hak, kewajiban, dan wewenang desa dalam mengatur kepentingan masyarakat setempat serta dalam mengurus pemerintahan dan pembangunan Desa menjadi pijakan terarah bagi masy...
	Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terkandung Asas rekognisi dan subsidiaritas, yang diharapkan dapat mendorong pemerintahan Desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pengelolaan sumber daya dan potensi lokal yang dim...
	Dalam pengertian lain, lahirnya Undang-Undang Desa memberikan harapan yang besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta pemerintahan Desa (Endah, 2019). Stigma yang selama ini menempatkan Desa sebagai daerah miskin, terbelakang dan tertingga...
	2. Kepala Desa dan Kedudukannya Berdasarkan Hukum
	Desa dipimpin oleh kepala desa atau akrab kali di sebut lurah. Lurah beserta jajarannya disebut dengan perangkat desa, termasuk didalamnya kepala urusan atau biasa disebut dengan Kaur (Masruri, 2022).  Secara eksekutif, lurah beserta jajaran perangkat...
	Sebagai pimpinan wilayah administatif, tentu Kepala Desa adalah pelaksana dari tiap perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Desa Kepala Desa melakasanakan peraturan desa, mengayomi warganya dan melaksanakan pelayanan administratif untuk warga mas...
	Kepala desa sebagai pemimpin eksekutif melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai tokoh politik desa, berkewajiban mengunjungi dan mengelilingi masyarakat dari hari ke hari, selalu bersentuhan dan dekat dengan masyarakat. Perangkat Desa seperti carik, j...
	Kepala Desa hendaknya mampu mengantarkan masyarakat Desa kepada kehidupan yang lebih baik, bukan hanya lebih baik secara lahiriah namun lebih dari itu lebih baik secara batiniah, tenram dan tenang (Atifah, 2023).  Anak-anak dapat bersekolah dengan bai...
	Pemerintah desa selalu menghadapi masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan masyarakat. Mulai dari pembangunan fisik maupun non fisik (Pangkey, 2016). Kepala desa mengembangkan tugas mental masyrakat desa baik dalam bentuk tugas membangun mental ma...
	3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kedudukannya Berdasarkan Hukum
	Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) menyatakan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan dit...
	Berkaitan dengan fungsi perwakilan, UU Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa hanya menyatakan pemilihan anggota BPD dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langs...
	Pengaturan mengenai desa kemudian diubah kembali dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dimana desa kembali menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri (Hasjimzoem, 2014).  Dalam UU tersebut dikenal istilah Badan Permusyawaratan...
	Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah), istilah BPDes diubah menjadi BPD. Istilah yang sama tetap digunakan dalam UU Desa (Muhtadli et., al, 2022). Hal pokok yang membedakan adalah dalam des...
	Sebelum adanya UU Desa, kedudukan BPD sejajar dengan kepala desa dan bertindak sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Kedudukan BPD tersebut memberikan pengaruh terhadap beberapa hal, yaitu: pertama,  fungsi dan kewenangan yang dimiliki BPD hampir s...
	Sebelum UU Desa berlaku, BPD memiliki fungsi legislasi pada tahap inisiasi raperdes, tahap pembahasan raperdes dan menetapkan perdes bersama kepala desa. Hal ini memiliki pengaruh terkait inisiatif dalam membuat konsep raperdes berasal dari Kepala Des...
	Setelah berlakunya UU Desa, BPD memiliki fungsi perwakilan dengan konsep demokrasi melalui perwakilan (Muhtadli, 2021). Hal ini mempengaruhi dua hal yaitu: pertama, BPD Kunjang masih dapat dikatakan sebagai lembaga yang mewakili masyarakat desa dan ke...
	2.2 Penelitian Terdahulu
	Berikut merupakan hasil penelitian terdahulu tentang Tinjauan Hukum Tentang Hubungan Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan UU NO. 6 Tahun 2014
	Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
	Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2023)
	2.3       Kerangka Konsep Penelitian
	Berikut merupakan kerangka konseptual penelitian yang akan dilakukan:
	Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian


	BAB III
	METODE PENELITIAN
	3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
	Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menj...
	Pendekatan penelitian ini menggunakan studi nomatif dengan melakukan pengkajian atau analisis perundang-undangan terkait dengan hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratann Desa (BPD) undang-undang tersebut dikaji secara mendalam. Kemu...
	3.2 Lokasi Penelitian
	3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel
	3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data
	Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data ini dapat ditemukan dengan cepat.
	Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusurandan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb). Bah...
	3.5 Analisis Data
	Analisis ini dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam meme...


	BAB IV
	HASIL DAN PEMBAHASAN
	4.1 Hasil
	4.2 Pembahasan
	1. Hubungan Kerja Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
	Hukum yang mengatur pemerintahan desa masih menggunakan konstruksi hukum yang ada sebelumnya. Menurut bunyi pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setem...
	Desa, juga dikenal sebagai Desa adat atau Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diaku...
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur hubungan kerja antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai hubungan kemitraan, konsultasi, dan koordinasi (Ndraha at al, 2022). Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggara...
	Kepala desa memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hubungan kerja dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa...
	Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam Permendagri No 11 Tahun 2016. Fungsi BPD mencakup pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa,...
	Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam beberapa pasal yang menegaskan kemitraan, konsultasi, dan koordinasi antara keduanya. Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Ke...
	Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur sebagai mitra Pemerintah Desa. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa, serta merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerin...
	Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang signifikan dalam membantu pemerintah desa dalam pengembangan desa. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa, serta merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan peme...
	Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanalan Pemerintahan Desa dan memiliki peran penting dalam sistem Pemerintahan Desa. BPD bekerja sama dengan Kepala Desa dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal-hal st...
	2. Pola Yang Terbentuk Pada Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (PBD)
	Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus bekerja sama dalam melaksanakan pembangunan desa. Pola hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD adalah bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif. Kemitraan antara Kepala Desa dan BPD terli...
	Kerjasama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan desa. Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan desa dala...
	Pola kemitraan Kepala Desa dan BPD dalam hal pembuatan Peraturan Desa, sebuah Rancangan Peraturan Desa baik harus disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD. Kerjasama antara lembaga BPD dan Pemerintah Desa membutuhkan hal yang demikian, karena anggo...
	Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membantu Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa dengan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. BPD memiliki fungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, men...
	Selain itu, BPD juga dapat berperan dalam memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Desa dalam hal pengelolaan dana desa, sehingga penggunaan dana desa dapat lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini, kerjasama antara Pemerintah Desa dan BPD sanga...
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